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Wali Kota Tasikmalaya 

Provinsi Jawa Barat 

 
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  26  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN                  
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

WALI KOTA TASIKMALAYA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Recana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2020; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 
96); 

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 

Tahun 2012 Nomor 133); 

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 
180); 

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 05); 

9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2018 
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Berita Daerah 

Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 30); 

10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya 

Tahun 2018 Nomor 30); 
 
 

MEMUTUSKAN : 
  

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

TASIKMALAYA TAHUN 2020. 
 
 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Tasikmalaya. 

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Tasikmalaya. 
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7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 

selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) 

tahunan. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa 

Barat yang selanjutnya disebut RPJM Provinsi adalah 
dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat 

untuk periode 5 (lima) tahunan. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai 

dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.  

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan 
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah 

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 
Daerah. 

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 

17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ 
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil 

(outcome) program Perangkat Daerah. 

18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai 

prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk 
mencapai sasaran. 

19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ 

Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap 
sebagai penjabaran strategi. 

20. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan 

secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.  

21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
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mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 

fungsi.  

22. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis 

Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai 
instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran 

RPJMD.  

23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka 
mencapai hasil (outcome) suatu program.  

24. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan 

penggunaan sumber daya pembangunan.  

25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat 

ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau 
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil 

(outcome), dampak (impact).  

26. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa 

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya 
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.  

27. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 

dari beberapa kegiatan dalam satu program. 

28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan SKPD dan rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

29. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya 
disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku 

kepentingan dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan daerah. 

 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk 
memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi 

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
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pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang 

terarah dan berkualitas. 

(2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk : 

a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 
pembangunan Daerah; 

b. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan 
perencanaan pembangunan Daerah, baik antar Daerah, 

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, 
antar tingkat pemerintahan maupun antar Perangkat 
Daerah; 

c. meningkatkan peranserta masyarakat dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam pembangunan Daerah; 

d. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian 

dan pengawasan Perangkat Daerah; dan 

e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara 
efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 

 
 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal 
sebagai berikut : 

a. kedudukan; 

b. sistematika, isi dan uraian; 

c. pengendalian dan evaluasi; dan  

 

 
BAB IV 

KEDUDUKAN  

Pasal 4 

Renja Perangkat Daerah ini berkedudukan sebagai berikut : 

a. menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat 
Daerah; 

b. menjadi arahan untuk peningkatan kinerja Perangkat 
Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan 

c. menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Perangkat 

Daerah. 
  

 
BAB V 

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN 

Pasal 5 

(1) Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah adalah 

sebagai berikut : 

a. BAB I  PENDAHULUAN; 

b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH;  
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c. BAB III TUJUAN DAN  SASARAN PERANGKAT DAERAH;  

d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH; dan 

e. BAB V PENUTUP. 

(2) Sistematika, isi dan uraian Renja Perangkat Daerah 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
 

BAB VI 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan 
evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah. 

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil 
pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah 

yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan. 

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 

 

Ditetapkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 5 JULI 2019 

WALI KOTA TASIKMALAYA, 

 
                 

ttd 

 
      H. BUDI BUDIMAN 

 
Diundangkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 5 JULI 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 

 ttd 
 

            H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN 

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 26 


